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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 

1. Pengertian Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana 

Belanda yaitu Strafbaar feit. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar 

dan feit. Straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Baar diterjemahkan dapat 

atau boleh. Feit diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.
1
 

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis 

normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau 

kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah 

perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam pertauran pidana.
2
 

Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar 

hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh 

seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-

undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum 

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh 

suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana 

tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
3
 

Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak 

pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum 

pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar 

larangan tersebut. 

                                                           
1
 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69. 

2
 Sudikno Mertokusumo, Op.Cit, Hlm 10. 

3
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Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah 

pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum 

ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang- 

undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana. 

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana 

oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya 

dilarang dengan ancaman pidana.
4
 

Sebelum mengkaji tentang tindak pidana penyelundupan rokok, terlebih 

dahulu perlu dipahami tentang pengertian tindak pidana itu sendiri. Istilah tindak 

pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu 

strafbaar feit. Walaupun istilah ini terdapat dalam Wetboek van Strafrecht (WvS) 

Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda Nv.sNI, tetapi tidak ada 

penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan strafbaar feit itu. 

Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi 

dari istilah itu. Namun, sampai kini belum ada keseragaaman pendapat tentang 

rumusan ilmiah strafbaar feit itu sendiri. Pembentuk undang – undang Indonesia 

telah menerjemahkan perkataan strafbaar feit sebagai tindak pidana di dalam Kitab 

Undang – Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai 

yang dimaksud dengan perkataan strafbaar feit tersebut.
5
 

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana 

atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli 

hukum berikut ini : 

                                                           
4
 Tri Andrisman, Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana 

Indonesia, Universitas Lampung, 2009, hlm 70. 
5
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Menurut Pompe perkataan strafbaar feit itu secara teoritis dapat dirumuskan 

sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan 

sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana 

penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya 

tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai de 

normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en 

waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de 

benhartigining van het algemeen welzijn”. 

Dalam rumusan yang dinyatakan oleh Simons tentang pengertian tindak 

pidana (straafrechtfeit), juga diatur dalam asas hukum pidana Indonesia, yaitu asas 

legalitas (principle of legality) atau dalam bahasa latin sering disebut dengan 

“Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali”, adalah “Tidak ada 

perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih 

dahulu dalam perundang-undangan”, ketentuan lainnya juga dapat ditemukan dan 

diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan dapat 

dipidana, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan Pasal 

tersebut”. 

Akan tetapi, Simons telah merumuskan “strafbaar feit” itu sebagai suatu 

“tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak 

dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas 

tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan 

yang dapat dihukum”. 
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Alasan dari simons merumuskan seperti uraian diatas adalah karena :
6
 

a. Untuk adanya suatu strafbaar feit itu disyaratkan bahwa di situ harus 

terdapat suatu yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang – 

undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu 

telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. 

b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus 

memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam 

undang-undang. 

c. Setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban 

menurut undang – undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan 

melawan hukum atau merupakan suatu “onrechmatige handeling”. 

Van Hammel merumuskan sebagai berikut “straafbar feit adalah kelakuan 

orang (menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan 

hukum, yang patut dipidana (strafwaarding) dan dilakukan dengan kesalahan”.
7
 

van Hattum, mengemukakan bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan 

dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurutnya, perkataan 

strafbaar itu berarti voor straf in aanmerking komend atau straf verdienend yang 

juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan strafbaar 

feit seperti yang terlah digunakan dalam Undang – Undang Hukum Pidana itu 

secara eliptis haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan, yang karena telah 

melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum” 

atau suatu “feit terzake van hetwelk een persoon strafbaar is”.
8
 

 

                                                           
6
 P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm 

185. 
7
 Moeljatno, Op.Cit, hlm 33. 

8
 P.A.F Lamintang, Op.Cit, hlm 184. 
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Perkataan eliptis di atas adalah suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar 

elips didalam bahasa Belanda yang menurut Van de Woestijne mempunyai 

pengertian sebagai “perbuatan menghilangkan sebagian dari suatu kalimat yang 

dianggap tidak perlu untuk mendapatkan suatu pengertian yang setepat-tepatnya” 

atau sebagai “de weglating van een zinsdeel, dat voor de juiste begrip van de 

gedachte neit noodzakelijk wordt geacht.” 

Istilah tindak pidana juga sering digunakan dalam perundang - undangan 

meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak 

menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan 

keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa 

tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak – gerik atau sikap jasmani seseorang, 

hal mana lebih dikenal dalam tindak – tanduk, tindakan dan bertindak dan 

belakangan juga sering dipakai “ditindak”.
9
 

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan 

perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan 

dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh 

Undang-Undang atau yang telah timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh 

Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif maupun subjektif, tanpa 

melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan pihak 

ketiga. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat 

diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun 

secara materiil”.
10

 

 

                                                           
9
 Ibid., hlm 60. 

10
 Barda Nawawi Arif, Sari Kuliah Hukum Pidana II, Fakultas Hukum Undip, Bandung, 

1984, hlm 37. 
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Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat 

dalam beberapa macam, antara lain :
11

 

a. Orang yang melakukan (dader plagen) 

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam 

suatu perbuatan tindak pidana. 

b. Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen) 

Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 

(dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh 

melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan 

tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan 

tindak pidana. 

c. Orang yang turut melakukan (made plagen) 

Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini 

diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana 

yaitu dader plagen dan mede plagen. 

d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi 

upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk 

orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana. 

Perbuatan yang dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu 

sebagai berikut :
12

 

a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang. 

b. Orang yang melanggar larangan itu. 

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana, maka dapat 

disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum 

yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Sehubungan dengan uraian di 

atas, maka penulis menguraikan unsur-unsur tindak pidana. 

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dibedakan menjadi dua 

macam unsur, yaitu unsur – unsur subjektif dan unsur – unsur subjektif. Yang 

dimaksud dengan unsur – unsur subjektif itu adalah unsur – unsur yang melekat 

pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk 

                                                           
11

 Ibid., hlm 38. 
12

 Ibid., hlm 39. 
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kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur – unsur 

subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah :
13

 

a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa). 

b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang 

dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP. 

c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di 

dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan 

lain-lain. 

d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang 

misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 

KUHP. 

e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan 

tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. 

Sedang yang dimaksud dengan unsur – unsur objektif adalah unsur - unsur 

yang ada hubungannya dengan keadaan - keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan 

mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif 

dari suatu tindak pidana itu adalah :
14

 

a. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid. 

b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seseorang pegawai 

negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan 

sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam 

kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. 

c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab 

dengan sesuatu kenyataan sebagai berikut. 
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 P.A.F Lamintang, Op.Cit, hlm 183. 
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 Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2007, hlm 22. 
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Perlu kita ingat bahwa unsur weederrechtelijk itu harus dianggap sebagai 

disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh 

pembentuk Undang-Undang telah dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur 

dari delik yang bersangkutan. 

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana  

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus 

memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa 

tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur 

tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu :
15

 

a. Unsur Subyektif, yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau 

berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan 

dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi: 

1) Kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa); 

2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya; 

3) Ada atau tidaknya perencanaan; 

b. Unsur Obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan 

lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada 

diluar batin si pelaku. 

1) Memenuhi rumusan Undang-Undang; 

2) Sifat melawan hukum; 

3) Kualitas si pelaku; 

4) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan 

akibatnya. 

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor 

yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si 

pelaku atau faktor lingkungan. 

Berikut unsur tindak pidana dari sudut Undang-Undang : 

a. Unsur Tingkah Laku 

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu 

perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku 

adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana 

terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (handelen) juga dapat disebut 

perbuatan materiil (materiil feit) dan tingkah laku pasif atau negatif 

(natalen). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk 
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 Moeljatno, Op.Cit, hlm 56. 
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mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-

gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif 

adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh 

atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, 

harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian 

seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya. 

b. Unsur Sifat Melawan 

Hukum Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau 

terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang- 

undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat 

(melawan hukum materiil). 

c. Unsur Kesalahan 

Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan atau 

gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena 

itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif. 

d. Unsur Akibat Konstitutif 

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil 

(materiel delicten) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat 

selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat 

sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan 

syarat dipidananya pembuat. 

e. Unsur Keadaan yang Menyertai 

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang 

berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan 

dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan 

tindak pidana dapat : 

1) Mengenai cara melakukan perbuatan; 

2) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan; 

3) Mengenai obyek tindak pidana; 

4) Mengenai subyek tindak pidana; 

5) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; 

6) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana; 

f. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana 

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak 

pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang 

berhak mengadu. 

g. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana 

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang 

bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya 

unsur ini. 

h. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana 

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah 

perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini 

tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum 

dan si pembuat tidak dapat dipidana. 
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Dalam menentukan suatu perbuatan tindak pidana, perlu di perhatikan 

adanya unsur-unsur yang menentukan bahwa pelaku memang melakukan tindak 

pidana. 

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana antara lain :
16

 

a. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau 

membiarkan). 

b. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld). 

c. Melawan hukum (onrechtmatige). 

d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand). 

e. Orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatoaar person). 

Menurut Moeljatno, pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana harus terdiri 

dari unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang ditimbulkan adalah suatu 

kejadian dalam lahir. Unsur tindak pidana antara lain : 

a. Perbuatan (manusia). 

b. Yang memenui rumusan dalam Undang-Undang (syarat formil). 

c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil). 

Di dalam regulasi hukum pidana khusus Indonesia, ketentuan mengenai 

tindak pidana kepabeanan dan cukai dirumuskan secara tegas guna melindungi 

penerimaan negara. Berdasarkan Undang-Undang nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Cukai, khususnya melalui Pasal 54 dan Pasal 56, dapat disimpulkan unsur-unsur 

tindak pidana penyelundupan dan peredaran rokok ilegal sebagai berikut :
17

 

a. Pasal 54: Menindak siapapun yang menawarkan, menjual, atau 

menyediakan barang kena cukai (rokok) tanpa pita cukai resmi.  

b. Pasal 56: Menindak mereka yang menimbun, menyimpan, atau memiliki 

rokok ilegal yang patut diduga berasal dari tindak pidana. 
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 P.A.F Lamintang, Loc. Cit, hlm 185. 
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 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. 
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Ketentuan ini menunjukkan komitmen penegakan hukum terhadap seluruh 

rantai distribusi rokok ilegal, mulai dari menyimpan hingga penjual akhir. 

Pelanggaran terhadap pasal-pasal ini berpotensi dikenakan sanksi denda kumulatif.  

Unsur-unsur tindak pidana juga mengenal unsur formil dan unsur materiil, 

yaitu antara lain :
18

 

a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, yang artinya tidak 

berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia. 

b. Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum 

apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur 

perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang 

telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak 

pidana. 

c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur 

tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah 

dilakukan. 

d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu 

harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan 

tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, 

mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan 

dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si 

pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh 

undang-undang. 

e. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat 

ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari 

pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya. 

Unsur materiil dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, 

harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut 

dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi 

apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu 

tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan 

dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah 

unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi : 
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 Yesmil Anwar & Adang, Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 37. 
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a. Perbuatan manusia, dimana perbuatan manusia itu ada yang aktif (berbuat 

sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 

KUHP). 

b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik 

material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan 

(Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain. 

c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam 

dengan pidana oleh peraturan perundangundangan hukum pidana itu harus 

bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas 

dalam perumusan. 

Dari rumusan unsur-unsur diatas, terdapat beberapa unsur lainnya yang 

menentukan sifat tindak pidana yaitu memerlukan hal-hal objectif yang 

menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (pasal 

281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP) dan tindak 

pidana tersebut harus dilakukan di muka umum (masyarakat). 

a. Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam delik-delik 

yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat 

tertentu, maka ancaman pidana diperberat, contohnya merampas 

kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam dengan pidana penjara 

paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka 

berat ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana penjara paling lama 

12 (dua belas) tahun. 

b. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan sukarela 

masuk tentara asing, padahal negara itu akan berperang dengan Indonesia, 
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pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 

KUHP). 

Selain unsur objektif, terdapat juga unsur subjektif dalam tindak pidana, 

unsur ini meliputi : 

a. Kesengajaan (dolus), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran 

kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 

KUHP), pembunuhan (Pasal 338). 

b. Kealpaan (culpa), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan 

kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 

KUHP), dan lain-lain. 

c. Niat (voornemen), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging 

(Pasal 53 KUHP). 

d. Maksud (oogmerk), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 

KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan 

lain-lain. 

e. Dengan rencana lebih dahulu (met voorbedachte rade), dimana hal ini 

terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh 

anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana 

(Pasal 342 KUHP). 

Perbuatan tindak pidana harus dilakukan dengan adanya unsur kesalahan, 

karena dengan unsur kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan 

atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan. 
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3. Jenis Tindak Pidana 

Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana atau tindak pidana 

dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan 

adalah rechtdelicten, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan 

keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-

undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-

Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan 

yang bertentangan dengan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang 

oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang 

merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak 

pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi 

pidana.
19

 

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana 

materiil. Tindak pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya 

dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah dianggap 

selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang 

tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana materiil adalah 

perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang 

yaitu tindak pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai 

apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. 

Tindak pidana juga dibedakan atas tindak pidana tunggal dan tindak pidana 

berganda. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang cukup dilakukan 

dengan satu kali perbuatan, misalnya penipuan, pencurian, pembunuhan. 
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Sedangkan tindak pidana berganda terjadi apabila terjadi apabila dilakukan 

beberapa kali perbuatan, misalnya penadahan. 

Tindak pidana yang dibedakan atas delik aduan dan delik biasa. Delik 

aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya hanya dilakukan jika ada 

pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan 

dalam dua jenis, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relative. Delik aduan 

absolute adalah delik yang mempersyaratkan secara absolute adanya pengaduan 

untuk penuntutannya. Sedangkan delik aduan relative adalah delik yang dilakukan 

masih dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah delik yang tidak 

mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya.
20

 

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan terdapat dalam Buku II 

dan Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang 

bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak 

mengancamnya dengan pidana. Sedangkan Pelanggaran atau tindak pidana undang-

undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana 

karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Menurut M.v.T 

(Memorie van Toelichting) yang dikutib oleh Moeljatno, bahwa kejahatan adalah 

“rechtsdelicten” yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam 

undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagi perbuatan yang 

bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah “wetsdelicten” 

yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui 

setelah ada ketentuan yang menentukan demikian.
21
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Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pembagian atas kejahatan dan 

pelanggaran didasarkan pada berat ringannya pidana. Kejahatan terdapat dalam 

Buku II, dan Pelanggaran diatur dalam Buku III. Ancaman pidana dalam kejahatan 

relative lebih berat dari pada pelanggaran. Beberapa perbedaan tersebut dapat 

dilihat dari :
22

 

a. Dalam hal percobaan, hanya kejahatan yang dapat dipidana, sedangkan 

percobaan dalam pelanggaran tidak dipidana. 

b. Hal pembantuan, pembantuan dalam hal melakukan tindak pidana kejahatan 

dapat dipidana, dalam hal pembantuan melakukan tindak pidana 

pelanggaran tidak dipidana. 

c. Dalam hal penyertaan yang dilakukan terhadap tindak pidana menggunakan 

alat percetakan hanya berlaku bagi kejahatan, sedangkan dalam pelanggaran 

tidak berlaku. 

d. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya 

diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang di luar wilayah hukum 

Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan. 

e. Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan 

pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan. 

f. Dalam hal perbarengan perbuatan (concursus), system penjatuhan pidana 

dalam concursus kejahatan menggunakan sistem absorbsi yang diperberat, 

sedangkan dalam concursus pelanggaran menggunakan sistem kumulasi 

murni. 

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan 

menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Jika seseorang telah berbuat sesuai 

dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak 

dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Contoh : Pasal 362 KUHP 

tentang Pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud “mengambil 

barang” tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut. 

Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan 

dengan menitik beratkan pada akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki. Tindak 

pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan 

perbuatan itu tidak dipermasalahkan. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang 
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Pembunuhan, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang “mengakibatkan matinya” 

orang lain. Terdapat tindak pidana formil materiil yaitu terdapat dalam pasal 378 

KUHP tentang penipuan dimana selain menitik beratkan pada perbuatan yang 

dilarang yaitu memakai nama palsu atau keadaan yang palsu juga menitik beratkan 

pada akibat untuk menghapuskan piutang atau membuat hutang yang merupakan 

akibat yang dilarang.
23

 

Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan 

dalam rumusannya. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan (sengaja), dan 

Pasal 187 KUHP tentang kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau 

banjir. Tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan 

dalam perumusannya. Contoh : Pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang 

menyebabkan orang mati atau luka. 

Tindak pidana Comissionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. 

Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya 

gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contoh : Pasal 362, 338, dan 378 

KUHP. Tindak pidana Omisionis yaitu tindak pidana yang berupa tidak berbuat 

sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu 

kewajiban hukum.
24

 Contoh : Pasal 531 KUHP tentang Pelanggaran terhadap orang 

yang perlu ditolong. 

Terdapat delicta commisionis perommisionem commissa yaitu delik-delik 

yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan 

tidak berbuat. Sebagai contoh seorang ibu sengaja tidak memberi makan kepada 
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bayinya, lalu anak itu mati kelaparan, maka ibu tersebut dapat dipidana 

berdasarkan Pasal 338 KUHP.
25

 

Tindak pidana aduan timbul karena adanya pengaduan dari korban atau 

keluarga korban yang dirugikan. Contoh : Pasal 310 KUHP tentang pencemaran 

nama baik. Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang sebagian besar 

telah tercantum dalam KUHP dimana dalam tindak pidana biasa tersebut tanpa ada 

aduan dari siapapun, pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dituntut secara 

hukum. 

Tindak Pidana Communia adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh 

semua orang pada umumnya, tindak pidana memang diberlakukan pada semua 

orang. Tindak Pidana Propia adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan 

oleh orang yang berkualitas tertentu.
26

 Contoh : Pasal 346 KUHP tentang seorang 

wanita yang menggugurkan kandungannya sendiri. 

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya 

semua unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap 

dengan kata lain terkandung pengertian yurudis dari tindak pidana tersebut, contoh 

Pasal 362 tentang pencurian. Sedangkan dalam bentuk yang diperberat maupun 

yang diperingan menyebutkan kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknya, yang 

kemudian ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara 

tegas dalam rumusan. 

Adanya faktor yang memberatkan maupun faktor yang meringankan, maka 

ancaman pidana menjadi lebih berat maupun menjadi lebih ringan daripada dalam 

pasal bentuk pokoknya. 
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Contoh tindak pidana yang diperberat : Pasal 340 KUHP tentang 

pembunuhan berencana (unsur yang memperberat ialah adanya perencanaan 

terlebih dahulu), contoh tindak pidana yang diperingan : Pasal 341 KUHP tentang 

pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir 

(unsur yang memperingan yaitu terletak pada subyek hukumnya : seorang ibu). 

 

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Terhadap Penjualan 

Rokok Tanpa Cukai dan Sanksinya. 

1. Pengertian Penyelundupan 

Secara bahasa, istilah penyelundupan berakar dari kata “selundup”, yang 

mendeskripsikan tindakan atau masuk secara rahasia. Ketika mendapatkan afikasi 

berupa prefix “pe-“ dan sufiks “-an”, istilah ini bergeser makna menjadi aktivitas 

memasukkan sesuatu secara tersembunyi.
27

 Dalam konteks operasional, tindakan 

ini merujuk pada upaya mendatangkan komoditas secara ilegal demi meloloskan 

diri dari kewajiban bea masuk, atau akibat komoditas tersebut merupakan barang 

terlarang. Di sisi lain, Webster’s Ninth New Collegiate Dictonary mendefinisikan 

smuggle (penyelundupan) sebagai kegiatan ekspor maupun impor yang dijalankan 

secara sembunyi-sembunyi, menentang regulasi, serta secara khusus bertujuan 

menghindari pungutan bea atas barang tersebut, yang mana perbuatan ini 

merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum kepabeanan.
28

 

Secara yuridis, esensi dari penyelewengan ini (smuggling atau smokkle) 

dipahami sebagai tindakan memasukkan, mengirim, atau mengedarkan komoditas 

antar-pulau dengan mengabaikan regulasi hukum yang berlaku, atau sengaja tidak 
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menyelesaikan prosedur kepabeanan (douaneformaliteiten) yang telah digariskan 

oleh peraturan perundang-undangan.
29

 

Merujuk pada panduan WCO Handbook for Commercial Fraud 

Investigators, konsep penyelundupan diartikan sebagai aktivitas perdagangan 

internasional (ekspor-impor) yang dilakukan diluar area pengawasan pabean (Bea 

dan Cukai). Tindakan ini juga mencakup aktivitas perdagangan yang tetap 

melewati kawasan kepabeanan resmi, namun komoditasnya sengaja disembunyikan 

menggunakan metode modifikasi kompartemen rahasia, seperti alas ganda atau 

dinding palsu (concealment), hingga disisipkan langsung pada tubuh maupun 

pakaian yang dikenakan oleh penumpang.
30

 

Penyelundupan adalah perbuatan membawa barang atau orang secara ilegal 

dan tersembunyi, seperti keluar dari sebuah bangunan, ke dalam penjara, atau 

melalui perbatasan antar negara, bertentangan dengan Undang-Undang atau 

peraturan lain.
31

 Penyelundupan didorong berbagai sebab. Maka dari itu termasuk 

perdagangan ilegal, seperti narkoba, imigrasi dan migrasi ilegal, menghindari 

cukai, penyelundupan barang ilegal kepada tahanan penjara, atau penyelundupan 

barang yang dicuri.
32

 Pengertian dari Tindak Pidana penyelundupan ialah 

“mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi 

peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi formalitas 

pabean (douaneformaliteiten) yang diterapkan oleh Undang-Undang.
33
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Penyelundupan admninistratif adalah tindakan memalsukan informasi 

terkait jumlah, jenis, atau harga barang pada dokumen kepabeanan. Hal ini 

mencakup manipulasi data saat impor, penyimpanan di gudang berikat (entrepot), 

pengiriman keluar-masuk wilayah pabean, pembongkaran, atau sengaja 

menyembunyikan suatu barang didalam komoditas lain.
34

 

Perbedaan mendasar antara penyelundupan fisik dan administratif terletak 

pada penggunaan dokumen; jenis pertama sama sekali tanpa dokumen, sedangkan 

jenis kedua dicirikan oleh adanya manipulasi data barang. Dampak negatif dari 

kejahatan kepabeanan ini setara dengan korupsi karena secara langsung menguras 

pendapatan negara, merusak iklim pembangunan, serta menghambat tercapainya 

kesejahteraan masyarakat. Kendati demikian, Undang-Undang Kepabeanan sendiri 

tidak mencantumkan definisi penyelundupan secara tersurat.
35

 

Unsur kejahatan yang saling bergantungan dan saling mempengaruhi, suatu 

perbuatan tidak akan disebut kejahatan kecuali apabila memuat semua tujuh unsur 

tersebut. Unsur-unsur tersebut adalah :
36

 

a. Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian. 

b. Kerugian tersebut harus dilarang oleh Undang-Undang, harus dikemukakan 

dengan jelas dalam hukum pidana. 

c. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang 

disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan. 

d. Harus ada maksud jahat (mens rea). 

e. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan 

di kejadian antara maksud jahat dengan perbuatan. 

f. Harus ada hubungan sebab akibat diantara kerugian yang dilarang Undang-

Undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri. 

g. Harus ada hukuman yang ditetapka oleh Undang-Undang. 
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Bea dan cukai mengemban amanat vital sebagai garda terdepan dalam 

mencegah penyelundupan barang impor maupun ekspor. Guna menjamin kepastian 

hukum dalam pelaksanaan tugas tersebut, instansi ini berpijak pada Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Berdasarkan ketentuan 

Undang-Undang tersebut, bentuk pelanggaran penyelundupan diklasifikasikan 

sebagai berikut : 

a. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan 

menyebutkan, setiap orang yang:
37

 

1) Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2); 

2) Membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tempat lain 

tanpa izin kepala kantor pabean; 

3) Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan 

pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3); 

4) Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam 

pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan 

dan/atau diizinkan; 

5) Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum; 

6) Mengeluarkan barang impor yang belum di selesaikan kewajiban 

pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat lain di bawah 

pengawasan pabean tanpa perstujuan pejabat Bea dan Cukai yang 

mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan 

Undang-Undang ini; 

7) Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau 

tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan 

dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar 

kemampuannya; atau 

8) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor 

dalam pemberitahuan pabean secara salah. 

 

b. Pasal 102A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan 

menyebutkan, setiap orang yang:
38

 

1) Mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean; 

2) Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor 

dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan 

negara di bidang ekspor; 
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3) Memuat barang ekspor di luar kawasan pabean sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3); 

4) Membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala 

kantor pabean; 

5) Mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah 

sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9A ayat (1). 

 

2. Pengertian Cukai 

Menurut Rochmat Soemitro, pajak merupakan gejala social dan hanya 

terdapat dalam masyarakat hukum, yaitu masyarakat yang mempunyai hubungan 

timbal balik antara individu dan masyarakat yang melekat hak dan kewajibannya.
39

 

Ditinjau dari jenis pajak yang ada di Indonesia salah satu jenis pajak yag ada yaitu 

pajak yang dikelola oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) seperti Bea 

Masuk, Bea Keluar, dan Cukai. 

Cukai merupakan Pajak Negara yang dibebankan kepada pemakaian dan 

bersifat selektif serta perluasan pengenaannya berdasarkan sifat atau karakteristik 

objek cukai. Cukai merupakan pajak tidak langsung. Dikatakan pajak tidak 

langsung karena beban pajaknya dapat dilimpahkan (can be Shifted) baik 

seluruhnya maupun Sebagian ke pihak lain. 

Pemungutan dan penetapan objek cukai mengacu pada Undang-Undang 

yang telah ada dan menyiratkan bahwa sebenarnya fungsi cukai itu lebih 

dititikberatkan pada fungsi pengaturan, pengawasan, dan pembatasan peredaran 

suatu jenis barang tertentu dikarenakan karakteristik barang tersebut yang 

mempunyai sifat membahayakan bagi kesehatan atau dapat menimbulkan dampak 

sosial yang negatif bagi masyarakat. 
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3. Pengertian Bea Cukai 

Bea dan cukai merujuk pada dua jenis pungutan negara yang berbeda 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Bea 

merupakan pungutan wajib pemerintah yang dikenakan atas seluruh komoditas 

barang dalam kegiatan ekspor maupun impor di wilayah pabean. Sementara itu, 

cukai didefinisikan sebagai pungutan khusus yang bersifat selektif, yakni hanya 

menyasar barang-barang tertentu dengan sifat atau karakteristik spesifik yang 

peredarannya diatur secara ketat oleh Undang-Undang.
40

 

Seluruh proses pengelolaan, pemungutan fiskal, dan pengawasan komoditas 

tersebut berada dibawah otoriatas resmi lembaga kepabeanan. Keberadaan pita 

cukai pada kemasan produk berfungsi sebagai bukti legalistas bahwa barang 

tersebut telah lulus uji pemeriksaan dan memenuhi kewajiban hukum. Pelanggaran 

terhadap regulasi ini, seperti mengedarkan atau membawa barang kena cukai secara 

ilegal, akan memicu sanksi tegas berupa denda finansial yang besar hingga 

hukuman pidana penjara karena tindakan tersebut sangat merugikan negara serta 

masyarakat. 

4. Barang Kena Cukai 

Barang kena cukai merupakan barang-barang tertentu yang mempunyai 

sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu 

diawasi, pemakainnya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau 

lingkungan hidup, dan pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi 

keadilan dan keseimbangan.
41

 Beberapa karakteristik barang kena cukai tersebut 

diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai. 
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Saat ini untuk sementara waktu kita baru mengenal tiga jenis barang kena 

cukai secara umum yaitu etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan hasil 

tembakau. Penambahan atau pengurangan jenis barang kena cukai tersebut sangat 

dimungkinan mengikuti perkembangan ekonomi, situasi politik, serta keuangan 

negara. 

Penjelasan jenis-jenis barang kena cukai yang terdapat pada pasal 4 

Undang-Undang Cukai, sebagai berikut : 

a. Etil Alkohol atau Etanol dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan 

dan proses pembuatannya. Etanol adalah barang cair, jernih, dan tidak 

berwarna, merupakan senyawa organic dengan rumus kimia C2H5OH, 

yang diperoleh baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun secara 

sintesa kimiawi. 

b. Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) adalah semua barang cair 

yang lazim disebut minuman yang mengandung minuman yang 

mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara penyulingan, 

peragian, dan cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, 

whisky,wine, brandy, cider, soju dan yang sejenisnya. 

c. Hasil Tembakau (HT) yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau 

iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan 

digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam 

pembuatannya. 

Salah satu barang kena cukai yang menjadi primadona pendapatan negara 

yaitu hasil tembakau. Hasil tembakau berupa Sigaret adalah hasil tembakau yang 

dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, 

untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang 
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digunakan dalam pembuatannya. Sigaret terdiri dari sigaret kretek, sigaret putih, 

sigaret kelembak kemenyan.
42

 

Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan 

cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya. 

Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan 

cengkih, kelembak, atau kemenyan. Sigaret kretek dan sigaret putih terdiri dari 

sigaret yang dibuat dengan mesin atau yang dibuat dengan cara lain selain daripada 

mesin. Sigaret kretek dan sigaret putih yang dibuat dengan mesin pembuatannya 

mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk 

penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya atau sebagian 

menggunakan mesin. Selanjutnya dalam penggolongan tarif harga jual ecerannya 

dibedakan menjadi Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM). 

Sigaret kretek atau sigaret putih yang dibuat dengan cara lain selain mesin 

adalah yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, 

pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita 

cukai, tanpa menggunakan mesin. Selanjutnya dalam penggolongan tarif harga jual 

ecerannya dibedakan menjadi Sigaret Kretek Tangan (SKT) dan Sigaret Putih 

Tangan (SPT). 

Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya 

dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa 

memperhatikan jumlahnya. Hasil tembakau berupa cerutu adalah hasil tembakau 

yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris maupun tidak, dengan 

cara digulung sedemikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa 
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mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam 

pembuatannya. 

Hasil tembakau berupa rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat 

dengan daun nipah, daun jagung (klobot) atau sejenisnya, dengan cara dilinting, 

untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang 

digunakan dalam pembuatannya. Hasil tembakau berupa tembakau iris adalah hasil 

tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa 

mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam 

pembuatannya. 

Hasil tembakau berupa hasil pengolahan tembakau lainnya adalah hasil 

tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam definisi hasil 

tembakau sebelumnya yang dibuat secara lain dengan perkembangan teknologi dan 

selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang 

digunakan dalam pembuatannya. 

5. Pita Cukai 

Pita cukai adalah suatu alat yang digunakan untuk pelunasan cukai yang 

terutang atas barang kena cukai. Pita cukai berupa kepingan kertas dengan ukuran 

dan desain tertentu yang telah ditetapkan. Pita cukai digunakan oleh wajib cukai 

yaitu, pengusaha pabrik yang telah mempunyai NPPBKC (Nomor Pokok 

Pengusaha Barang Kena Cukai) sebagai tanda pelunasan cukai yang terutang, pita 

cukai diperoleh oleh wajib cukai di kantor Pelayanan Bea Cukai. 

Pita cukai dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai kemudian 

dipercayakan percetakannya ke Peruri. Pita cukai memiliki unsur sekuriti yang 

cukup handal dalam rangka meminimalisir pemalsuan. Salah satu caranya dengan 

pemberian hologram pada cetakan pita cukai. Pita cukai dicetak sesuai pesanan dan 
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Direktorat Jendral Bea dan Cukai berdasarkan nilai pajak yang dikenakan untuk 

produk kena pajak. 

Ketentuan tentang cara peletakan pita cukai untuk hasil tembakau diatur 

dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

105/KMK.05/1997 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan 

Republik Indonesia Nomor 240/KMK.051996 Tanggal 1 April 1996 tentang 

Pelunasan Cukai, Pasal 3 ayat (3) huruf a. 

1) Pada pita cukai yang dilekatkan harus sesuai dengan tarif cukai dan harga 

dasar Barang Kena Cukai yang ada di dalam pengemas; 

2) Pita cukai yang dilekatkan harus pita cukai yang belum pernah dipakai; 

3) Pita cukai yang dilekatkan harus utuh dan tidak lebih dari satu keping; 

4) Pita cukai harus dilekatkan pada kemasan Barang Kena Cukai yang tertutup 

dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersedia; 

5) Untuk hasil tembakau berupa cerutu pita cukai dapat dilekatkan pada 

batang demi batang atau kemasan. 

 

6. Ketentuan Tindak Pidana Cukai 

Direktorat Jendral Bea dan Cukai mempunyai multitugas yang diantaranya 

mengamankan wilayah teritorial negara dari ancaman luar negeri dan ini berlaku di 

segala bidang, yaitu ideologi, ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-bidang lainnya, 

serta mengamankan keuangan negara. Tugas selanjutnya adalah tugas yang dapat 

memberikan kepastian hukum dan rasa aman dalam masyarakat, yaitu dapat 

melakukan penegakan hukum khususnya dibidang kepabeanan dan cukai. Selain 

itu, bidang kepabeanan yang berhubungan dengan pintu gerbang negara indonesia 

dengan negara-negara luar, serta bidang yang sangat berhubungan dengan 

pemasukan uang kas negara, yaitu bidang cukai. 

Dalam bidang cukai, kriteria tindak pidana diatur di dalam Undang-Undang 

tentang Cukai yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Pasal 

50 – Pasal 62. Tindak pidana cukai pada pasal-pasal tersebut meliputi tindak pidana 
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tidak memiliki izin atas perusahaan, importir, tempat penyimpanan BKC (Barang 

Kena Cukai), tidak melakukan pencatatan atas BKC sesuai aturan yang 

menimbulkan kerugian negara, pemalsuan buku-buku dan segala dokumen cukai 

yang diwajibkan, menawarkan, menjual BKC tidak dikemas, segala tindakan 

membuat, meniru dan memalsukan pita cukai, membeli, menyimpan, 

mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, 

atau mengimpor pita cukai palsu dan/atau bekas (sudah dipakai) dan membuat 

dengan melawan hukum. Menyimpan, menimbun, memiliki, menjual, menukar 

BKC hasil tindak pidana, merusak segel, menerima dan/atau menawarkan pita 

cukai dari atau kepada yang tidak berhak. Sanksi untuk pelanggaran tentang cukai 

mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang 

berbunyi sebagai berikut:
43

 

a. Pasal 54 berbunyi: “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual 

atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk 

penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda 

pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 

lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai 

cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya 

dibayar”. 

b. Pasal 56 berbunyi: “Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, 

menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang 

diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana 

berdasarkan Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda 

paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali 

nilai cukai yang seharusnya dibayar”. 

serta pada Pasal 62 Undang-Undang tentang Cukai berkaitan dengan 

penyidikan. 
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Hal-hal yang disebutkan di atas merupakan tindakan yang dikategorikan 

sebagai tindakan pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai sesuai dengan batasan 

pengertian istilah pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyidikan di 

lingkungan Direktorat Jendral Bea dan Cukai sebagaimana suatu tindak pidana 

diartikan sebagai setiap perbuatan yang diancam pidana dimaksud dalam Undang-

Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Cukai. 

Jika ditemukan oknum pelaku tindakan-tindakan tersebut diatas akan 

diproses hukum dibidang Kepabeanan dan Cukai dengan langkah penyidikan yang 

dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jendral 

Bea dan Cukai. Sebagai dasar utama pelaksanaan penyidikan tindak pidana di 

bidang Kepabeanan dan Cukai maka harus diketahui terlebih dahulu makna umum 

dan tujuan awal dari penyidikan itu sendiri.
44
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